
PERATURAN  DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR  9  TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa  untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat, 
maka  sesuai  Pasal  151  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 
2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  jo  Pasal  330 
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  perlu  mengatur  dan 
menetapkan   mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah  yang 
merupakan  pedoman  dan  acuan  dalam  penyelenggaraan 
pemerintahan di Kota Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a  tersebut di atas, 
perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985 
Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3312) 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  41, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3685)  sebagaimana  telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara  Tahun  2000  Nomor  296,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 4084);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4117);
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389)

8. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

10.Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11.Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah  Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3452);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138);

15.Peraturan Pemerintah  Nomor  66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2001  Nomor  119,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian 
Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif 
Pinjaman  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran 
Negara  Tahun  2003  Nomor  203,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor 4286);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Pinjaman 
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  136,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana 
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
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19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang  Hibah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang  Pedoman 
Penyusunan  dan  Penerapan  Standar   Pelayanan  Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4585);

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593);

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan 
Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

25. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Swadana dan 
Tata Cara Pengelolaannya;

26. Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang  Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah lima kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4330) ;

27.Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;

29.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Tasikmalaya.

Dengan persetujuan  bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGELOLAAN  KEUANGAN 
DAERAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah  Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah  Pusat  yang  selanjutnya  disebut  Pemerintah  adalah 

Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan 
Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

3.Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah  (DPRD)  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan 
dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat  Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.Walikota  adalah Walikota  Tasikmalaya.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10.Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat  APBD adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11.Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah 
Walikota  yang  karena  jabatannya  mempunyai  kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

12.Koordinator  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat KPKD adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;

13.Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 
PPKD  adalah  kepala  satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah 
(SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang  bertindak  dalam kapasitas  sebagai  bendahara  umum 
daerah.

15.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
tugas bendahara umum daerah.



16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang.

17.Unit  kerja  adalah  bagian  SKPD  yang  melaksanakan  satu  atau 
beberapa program.

18.Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  yang  selanjutnya  disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa kegiatan dari  suatu program sesuai dengan bidang 
tugasnya.

19.Pengguna  Anggaran  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya.

20.Pengguna  Barang  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan 
penggunaan barang milik daerah.

21.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan  sebagian  kewenangan  pengguna  anggaran  dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

22.Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  SKPD  yang  selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD. 

23.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan  oleh  Walikota  untuk  menampung  seluruh  penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

24.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang  daerah  yang  ditentukan  oleh  Walikota  untuk  menampung 
seluruh  penerimaan  daerah  dan  membayar  seluruh  pengeluaran 
daerah pada Bank yang ditetapkan.

25.Bendahara  Penerimaan  adalah  pejabat  fungsional  yang  ditunjuk 
untuk menerima,  menyimpan,  menyetorkan,  menatausahakan,  dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.

26.Bendahara  Pengeluaran  adalah  pejabat  fungsional  yang  ditunjuk 
menerima,  menyimpan,  membayarkan,  menatausahakan,  dan 
mempertanggungjawabkan  uang  untuk  keperluan  belanja  daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

27.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
28.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
29.Pendapatan  Daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
30.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31.Entitas  Akuntansi  adalah  unit  pemerintahan  pengguna 

anggaran/penguna  barang  dan  oleh  karenanya  wajib 
menyelenggarakan  akuntansi  dan  menyusun  laporan  keuangan 
untuk dilaporkan pada entitas keuangan.

32.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu 
atau  lebih  entitas  akutansi  yang  menurut  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.


